Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NOTA KESEPAHAMAN
Nomor : 62 TARUMN 20ib

Nomor : 027/060/\v/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KATALOG ELEKTRONIK DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

AGUS PRABOWO,
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

dan

YUSWANDI A. TEMENGGUNG,
Pit. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Berkantor Pusat di Pangkal Pinang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sepakat mengadakan kerjasama dalam Pembentukan Katalog Elektronik Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, serta saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah

pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kelembagaan dan Mekanisme Pelaksanaan kerjasama ini :

a. ULF Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menjadi lembaga yang
permanen sebelum Sekretaris Daerah menyampaikan kajian kelayakan usulan barang/jasa
Katalog Elektronik Daerah kepada Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi;

b. Target penyusunan Katalog Elektronik Daerah adalah 6 (enam) bulan sejak kajian kelayakan
usulan barang/jasa Katalog Elektronik Daerah disetujui oleh Kepala LKPP;

c. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembentukan Katalog Elektronik Daerah akan dilakukan
secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini

ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini dapat diatur dalam Perjanjian Kerjasama

antara Pejabat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2016.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BARANG/JASA PEMERINTAH, BANGKA BELITUNG,
KEPALA, /I%It. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
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